
 

BUPATI PADANG PARIAMAN 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

NOMOR 48 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PADANG PARIAMAN, 

 
Menimbang : a. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah 

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang 

Pariaman Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengujian Kendaraan Bermotor; 
b. bahwa tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian 

saat ini dan perlu dilakukan penyesuaian tarif; 
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tarif 

retribusi diitinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 

sekali dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan 

peraturan bupati; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 

 

 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 177, Tambahan Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan 

Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3964); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4187); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendarahaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

 

 

 

 



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Padang (Lembaran Negara Republik Tahun 1980 

Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3164); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan 

dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5346); 

 

 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

 
Pasal I 

Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Padang 

Pariaman Tahun 2012 Nomor 24), diubah sebagai berikut : 

Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) diubah Sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi. 

(2) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) 

meliputi : 

a. Biaya Administrasi; 

b. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor atau upah uji; 

c. Biaya pembubuhan biaya uji; 

d. Biaya pembuatan dan pengecatan tanda samping; 

e. Biaya unit kawat dan kabel; dan 

f. Biaya buku uji.  

(3) Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat 

(2) ditetapkan sebagai berikut : 

NO 
JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI 

TARIF 

(Rp) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

Meliputi : 

a. Biaya Administrasi/Formulir 

b. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/upah 

uji : 

 -  Mobil Bus, mobil barang dan kendaraan khusus 

 -  Mobil Penumpang, kereta gandengan/tempelan 

 

 

 

0,- 

 

 

70.000 

65.000 

 



 

 

 

 

2. 

c. Biaya Pembubuhan  Nomor Uji 

d. Biaya pembuatan dan pengecatan tanda samping 

e. Biaya tanda uji, kawat dan segel 

f. Biaya buku uji 

Retribusi Numpang Uji besaran biaya sama dengan 

ketentuan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam 

angka 1. 

100.000 

0,- 

0,- 

25.000 

 

 

s.d.a 

 

(4) Masa Berlaku Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah 6 bulan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang 

Pariaman. 

 

Ditetapkan di Parit Malintang 

pada tanggal  16  November  2021 

                                                       BUPATI PADANG PARIAMAN, 

 

 ttd 

 

                                                         SUHATRI BUR 

 

 

Diundangkan di Parit Malintang 

pada tanggal  16  November  2021 

 SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 

 

  ttd 

 

RUDY REPENALDI RILIS 

 

BERITA    DAERAH    KABUPATEN    PADANG    PARIAMAN   TAHUN   2021  

NOMOR 48 

 


